
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; <f' 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 
2016 tentang Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purworejo; 

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan 
perubahan peraturan perundang-undengan yang 
mengatur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah 
tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali 
dan diubah; 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban 
pelaporan harta kekayaan yang dimiliki 
Penyelenggaran Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Penyampaian La po ran Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENYAMPAIAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 26 TAHUN 2017 

BUPATI PURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

[sALINAN J 



(1) Setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo wajib melaporkan seluruh Harta 
Kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah 
memangku jabatan kepada KPK dengan menyampaikan LHKPN. i 

Pasal 2 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 
Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo 
(Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 44), diubah 
sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 43 TAHUN 
2016 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PURWOREJO 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3841}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 



(6) Dalam hal Wajib Laper LHKPN meninggal dunia, maka 
penyampaian LHKPN dilakukan oleh ahli warisnya. 

(5) Pengisian dan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: 
a. manual; atau 
b. daring (online) melalui laman (website) http://kpk.go.id. 

(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan 
paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

(3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat 
dilakukan secara periodik setiap l (satu) tahun sekali atas 
Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan 
terhirung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan 
kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara. 

(1) Wajib Lapor LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN 
kepada KPK pada saat: 
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara untuk pertama 

kali; 
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah 

berakhirnya masajabatan atau pensiun; 
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelenggara Negara 

Pasal 3 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

(3) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan sebagai Wajib Lapor LHKPN dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. Bupati; 
b. Wakil Bupati Purworejo; 
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II); 
d. Pejabat Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan 

pemerintahan Daerah; dan 
e. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP). 



~- ACHMAD KURNIAWAN KADIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN .2017 NOMOR. 26SERI JlllOMOR 21 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 27 MARET 201 7 

(... Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
INSPEKTU,Jl. 

TTD 

AGUS BASTIAN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 27 MARET 2017 

• ,BUPA_!! PURWORE:JO~ 

TTD 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


